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ABSTRAK 
 

Penelitian ini berjudul Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi 

Terhadap Aparatur Sipil Negara Dan Bukan Aparatur Sipil Negara bertujuan 

untuk menganalisis bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana korupsi dan 

pertanggungjawaban pidana terhadap ASN dan bukan ASN.  

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode 

penelitian normatif yang merupakan penelitian kepustakaan. Pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pada peraturan perundang-

undangan yang mengatur tindak pidana korupsi dan peraturan perundang-

undangan aparatur sipil negara.  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis dapat disimpulkan bahwa 

bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang ada di Indonesia sebagai bentuk 

penyimpangan ketidakjujuran berupa menaikkan harga (mark up), penerimaan 

hasil, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, pemberian 

suap,  melakukan penggelapan dalam jabatan, terjadinya pemerasan karena 

memiliki kekuasaan, perbuatan curang untuk merugikan orang lain, melakukan 

benturan kepentingan dalam pengadaan dan pemberian gratifikasi untuk 

memperlancar tindak pidana korupsi karena memberikan keuntungan kepada 

pelakunya. Aparatur Sipil Negara dan Bukan Aparatur Sipil Negara yang 

melakukan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam beberapa pengaturan hukum yang 

berlaku di Indonesia, yaitu : Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun tentang Pemberhentian 

Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2008 tentang 

Tata Cara Pemberhentian Dengan Hormat, Pemberhentian Tidak Dengan Hormat 

Dan Pemberhentian Sementara. Pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh 

Aparatur Sipil Negara dan Bukan Aparatur Sipil Negara yang terbukti melakukan 

Tindak Pidana Korupsi dapat dikenakan sanksi jika Aparatur Sipil Negara melalui 

2 (dua) sisi yang berbeda. Yang pertama, secara administrasi Tugas Pokok dan 

Fungsi Aparatur Sipil Negara dan yang kedua, Aparatur Sipil Negara akan 

dituntut sebagaimana besaran nilai kerugian keuangan yang dialami oleh negara 

akibat penyelewengan jabatan yang ia lakukan.   

 

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Tindak Pidana Korupsi, Sanksi, ASN, 

Bukan ASN.  
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ABSTRACT 

 

This study entitled Criminal Responsibility in Corruption Crimes Against State 

Civil Apparatuses and Non-State Civil Apparatuses aims to analyze the forms of 

criminal acts of corruption and criminal responsibility towards ASN and non-

ASN. 

The research method used in this thesis uses normative research methods which 

are library research. The approach used in this study is an approach to the laws 

and regulations governing criminal acts of corruption and the laws and 

regulations of the state civil apparatus. 

Based on the results of the research that has been analyzed, it can be concluded 

that the forms of criminal acts of corruption that exist in Indonesia are dishonesty 

deviations in the form of raising prices (mark up), receiving proceeds, enriching 

oneself or another person or a corporation, giving bribes, committing 

embezzlement in position, the occurrence of extortion due to having power, 

fraudulent acts to harm other people, carrying out conflicts of interest in 

procurement and giving gratuities to expedite criminal acts of corruption because 

it provides benefits to the perpetrators. State Civil Apparatuses and Non-State 

Civil Apparatuses who commit Corruption Crimes are regulated in several legal 

arrangements in force in Indonesia, namely: Law Number 20 of 2001 concerning 

Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Corruption 

Crimes, Law Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatuses, 

Government Regulation Number 32 of the Year concerning Dismissal of Civil 

Servants and Government Regulation Number 20 of 2008 concerning Procedures 

for Honorable Dismissal, Dismissal and Temporary Dismissal. Criminal liability 

carried out by State Civil Apparatuses and Non-State Civil Apparatuses who are 

proven to have committed Corruption Crimes can be subject to sanctions if the 

State Civil Apparatuses go through 2 (two) different sides. First, administratively 

the Main Duties and Functions of the State Civil Apparatus and secondly, the 

State Civil Apparatus will be prosecuted in accordance with the amount of the 

financial loss suffered by the state as a result of the misappropriation of the 

position that he carried out. 

 

Keywords: Accountability, Corruption, Sanctions, ASN, Not ASN. 
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